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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembuatan
Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil ) Kota Padang Panjang. Metode penelitian ini bersifat deskrifptif
dengan pendekatan kualitatif informan dalam penelitian ini ditentukan secara
purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer (sumber
data lansung ) berupa dari informan penelitian melalui wawancara dan data
sekunder (sumber tidak lansung ) berupa sumber bacaan dan studi dokumentasi.
Temuan ini secara keseluruhan, Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu
Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Padang Panjang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi sudah baik dijalankan meskipun belum optimal dilihat di
lapangan masih kurangnya sosialiasasi yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang Panjang kepada masyarakat, tidak
adanya sanksi yang tertulis dalam pembuatan KIA, dan KIA tidak memiliki
kekuatan hukum dalam pembuatannya. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang
di berikan DUKCAPIL Kota Padang Panjang sudah berdasarkan SOP (Standar

Operasional Prosedur)

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA),

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang yang sangat membutuhkan penerus
bangsa yang dapat membanggakan, Indonesia menaruh harapan besar pada
penerus bangsanya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk
terbesar ke-3 pastinya memiliki banyak sekali tunas penerus bangsa dari
berbagai daerah. Para leluhur bangsa Indonesia memberikan amanat
perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam Undang-undang 1945
pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelansungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Berdasarkan pertimbangan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B
ayat (2) tersebut maka pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan guna
memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu ldentitas Anak (KIA).
Hal ini dilakukan sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya
memberikan perlindungan terhadap anak atas hak identitasnya. Pemberian
identitas pada setiap anak juga merupakan amanah Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.



Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai
dengan ketentuan dalam pasal 2 huruf a UU Adminduk yang menyatakan
bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen
kependudukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan administrasi
kependudukan adalah penerbitan atas dokumen kependudukan. Salah satu
dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara
Indonesia adalah KTP-el. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah
berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-
el sesuai dengan Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan. KTP-el sebagai salah satu bukti identitas bagi penduduk
yang sudah berusia 17 tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan
pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih

berumur dibawah 17 tahun.

Akta Kelahiran yang di miliki oleh seorang anak tidaklah cukup
karena pada dasarnya akta kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan
status kepada anak. Akta Kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas
seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. ldentitas
seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada

saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu



identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sudah menjadi kewajiban
pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh
penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan

pemenuhan hak konstituional warga negara.

Kartu ldentitas Anak (KIA) merupakan sebagai bukti suatu dokumen
negara bahwa anak tersebut adalah warga negara Indonesia yang telah
tercatat dalam dokumen kependudukan. Dengan memperlihatkan Kartu
Identitas Anak ini secara otomatis anak akan mendapatkan suatu
perlindungan hukum dari negara Indonesia itu sendiri. Perlindungan hukum
yang berupa pemberian perlindungan dalam kasus-kasus tertentu seperti
kekerasan pada anak dapat diperoleh bila anak tersebut sudah tercatat dalam
dokumen kependudukan, anak itu tidak akan mendapatkan perlindungan
hukum karena si anak dikategorikan belum sah sepenuhnya dalam
pencatatan kependudukan yang ada. Salah satu upaya pemerintah
memberikan dan melindungi hak atas identitas diwujudkan dengan
menerbitkan Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak

awal tahun 2016

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), dijelaskan bahwa Kartu Identitas Anak
(KIA) merupakan identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang
dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah berharap



seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri berupa KIA. Sesuai
dengan Pasal 2, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk
meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta upaya
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Adanya Kartu Identitas Anak sebagai perwujudan kehadiran negara dalam
kualitas pelayanan publik. Dengan Kartu Identitas Anak selain sebagai

pengenal juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik.

KIA memiliki dua jenis, kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun
dan 5-17 tahun kurang satu hari. Penerbitan KIA bagi anak yang baru lahir
dilakukan bersamaan dengan akta kelahiran. Sedangkan bagi anak yang
belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi
Salinan kutipan akta kelahiran asli, kartu keluarga orang tua atau wali dan
KTP asli kedua orang tua atau wali. Dan bagi anak berusia 5-17 tahun
kurang satu hari tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan
kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli, KK
asli orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Adapun
persyaratan tambahannya berupa pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak
dua lembar. Contoh KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada gambar berikut:



Gambar 1
Tampak Depan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Padang Panjang

KARTU IDENTITAS ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2
Kartu Identitas Anak tidak mengunakan foto

Gambar 3
Kartu Identitas Anak menggunakan foto
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Sumber: disdukcapil kota adang paang 2019

Dengan diterbitkannya KIA maka hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di



hadapan hukum sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan
terhadap anak dapat dikatakan sudah sesuai dengan amanat Undang-undang
Dasar (UUD). KIA dianggap penting karena mengingat hingga kini tidak
ada kartu identitas bagi anak dan KIA dianggap akan mempermudah dalam
memenuhi hak anak sebagai Warga Negara Indonesia. Akan tetapi jika
dilihat sepintas KIA tidak terlalu mendesak karena tidak mengganggu
jalannya pemerintahan dan belum ada sanksi yang tegas terhadap orang tua
anak yang belum membuatkan KIA, baik sanksi pidana maupun sanksi
administratif. Jusrtu KIA terkesan dipaksakan dan akan membuka celah
bagi para oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk melakukan
tindak pidana korupsi seperti halnya pada proyek E-KTP.

Pada tahun 2016 Program Kartu identitas Anak (KIA) sebagai
Program terbaru yang dilaksanakan pemerintah diawali dengan menetapkan
lima puluh(50) Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai tempat pelaksanaan
penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas
Anak (KIA)

Pelaksanaan Kartu ldentitas Anak (KIA) di Provinsi Sumatera Barat
terdapat dua Kota yang terpilih yaitu Kota Solok dan Kota Padang Panjang..
Kota Padang Panjang di diberi reward oleh pemerintahan pusat (Kementrian
Dalam Negeri ) tahun 2016 karena target pencapaian akte kelahiran anak
umur 0-18 tahun sudah mencapai Nasional ketika itu Kota Padang Panjang

sudah di atas 85 % sedangkan Nasional baru 70%. (wawancara ibu Dra.



Maini ,MM Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang 18 Juli 2019)

Penertiban KIA di Kota Padang Panjang sendiri sudah mulai
dilakukan semenjak bulan Agustus Tahun 2016. Penyelenggara program
KIA di Kota Padang Panjang adalah Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipil Kota Padang Panjang dengan jumlah penerbitan menurut
data agregat kependudukan Kota Padang Panjang per-November 2018
sebanyak 10.052 keping Kartu Identitas Anak.(sumber, Data Agregat
Kependudukan Kota Padang Panjang)

Dalam praktik pelaksanaan penerbitan KIA di lapangan sesuai
dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 14
september 2018 terhadap beberapa orang masyarakat yang ada di Kota
Padang Panjang ditemukan bahwa sosialisasi program KIA Kota Padang
Panjang sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-
tengah masyarakat karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Padang Panjang hanya memfokuskan di sekolah-sekolah saja

Sedangkan Sosialisasi program Pembuatan Kartu identitas Anak
(KIA) kepada publik kurang optimal seperti sosialisasi melalui spanduk
ataupun papan reklame di tempat publik hal ini membuat masyarakat tidak
dapat mengetahui informasi tentang program pembuatan Kartu ldentitas
Anak yang dilaksanakan di instansi terkait.. KIA sendiri berfungsi layaknya
Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak yang berumur dibawah 17 tahun

(kurang satu hari) serta digadang-gadang bisa digunakan untuk berbagai hal



seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, sebagai
pengganti passport, mendaftar BPJS dan lainnya atas nama sendiri, namun
kenyataannya untuk pemanfaatan KIA tersebut masih jarang dilakukan
karena umur anak masih belum cukup.

Selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja. Selain
itu, orang tua merasa bahwa akta kelahiran, KK dan akta pencatatan sipil
juga dirasa sudah cukup untuk mengakomodir seluruh yang terkait dengan
pendataan atau administrasi kependudukan. Hal ini diungkapkan langsung
oleh Yendrita, salah seorang warga yang penulis wawancarai pada saat ia
sedang melakukan pengurusan KTP-el Tanggal 21 November 2018 di
Disdukcapil Kota Padang Panjang, ia menyebutkan bahwa:

”Belum ada manfaat KIA yang dirasakan, kebetulan anak saya
berumur 2 tahun belum tahu dengan tanda pengenal jadi rasanya
percuma dibuat, lagian manfaatnya juga tidak ada. Anak saya udah
buat KIA sekitar setahun yang lalu tapi tidak ada gunanya, hanya
memenuhi dompet saja”.

Masalah lain yang diduga penghambat dalam pelaksanaan pembuatan
Kartu ldentitas Anak sebagai jenis pelayanan administratif kependudukan

yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Padang Panjang.

Masih kuatnya asumsi masyarakat mengenai pembuatan KIA yang
berbelit-belit karena harus menggunakan pas foto berwarna ukuran 2x3
sebanyak 2 lembar dari anak yang bersangkutan. Pemberian layanan
pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) berkaitan dengan ketersedian sarana

dan prasarana program pembutan KIA yang relatif minim. Tidak adanya



loket pelayanan KIA secara khusus untuk melayani orang tua yang ingin
mengurus penerbitan KIA, fasilitas kerja yang ada seperti mesin cetak atau
printer KIA hanya terdapat satu (1) unit saja sehingga memperlambat dalam
penerbitan KIA. Kondisi ini menyebabkan waktu pelayanan umumnya lebih

dari 15 menit atau cukup lama

Kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, karena
pada usia 0-5 tahun kebanyakan anak masih dibawah pengawasan orangtua
dan belum memasuki sekolah sehingga tidak banyak membutuhkan fasilitas
yang membutuhkan KIA, hal ini membuat orang tua malas untuk

membuatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil
judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas
Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Padang Panjang”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang masalah diatas,
peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi program KIA Kota Padang Panjang sangat minim dan bahkan

hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat.
2. Selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja karena
Orang tua merasa bahwa akta kelahiran, KK dan akta pencatatan sipil juga
dirasa sudah cukup untuk mengakomodir seluruh yang terkait dengan

pendataan atau administrasi kependudukan



3. Masih kuatnya asumsi masyarakat mengenai pembuatan KIA yang
berbelit-belit karena harus menggunakan pas foto berwarna ukuran 2x3
sebanyak 2 lembar dari anak yang bersangkutan

4. Pemberian layanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) berkaitan
dengan ketersedian sarana dan prasarana program pembutan KIA yang
relatif minim

5. Tidak adanya loket pelayanan KIA secara khusus untuk melayani orang
tua yang ingin mengurus penerbitan KIA, fasilitas kerja yang ada seperti
mesin cetak atau printer KIA hanya terdapat satu (1) unit saja sehingga
memperlambat dalam penerbitan KIA

Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas serta keterbatasan yang
dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini yaitu
Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan faktor-
faktor yang mempengaruhui oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Padang Panjang.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan

masalahnya, yaitu

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak
(KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Panjang?
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2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu ldentitas Anak
(KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan
Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembuatan
Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
IImu Administrasi Publik dalam kajian Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis:

a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil di
Kota Padang Panjang mengenai permasalahan-permasalahan seputar

peimplementasi Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Padang Panjang
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b. Bagi masyarakat, hasil penelitian yang akan di teliti nantinya diharapkan
mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai

implementasi pembuatan Kartu Identitas Anak
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